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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1. Implementasi 

   Menurut Mulyasa (2010:173) dalam (Jasin, 2021) implementasi merupakan 

suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan 

praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan maupun nilai dan sikap. Implentasi adalah suatu proses untuk 

menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat 

berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus 

ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut (Rahmat, 2017). Studi 

implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah 

pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi 

kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang 

bermuatan politis dengan adanya berbagai intervensi berbagai kepentingan (Endah 

Christianingsih, 2018). 

   Pengertian implementasi menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh 

Nurdin & Basyiruddin (2003:70)  dalam (Magdalena et al., 2021)secara sederhana 

implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi 

merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem 

rekayasa. Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan 

proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan 

jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif (setiawan : 2004) dalam (Salabi, 2020). 

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu pelaksanaan 

atau penerapan. Sedangkan secara umum implementasi merupakan suatu 

pelaksana atau tindakan rencana yang disusun secara terperinci. 

    Menurut (Rosad, 2019) Pengertian implementasi yang dikemukakan ini, dapat 

dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, 

proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima 

dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan 

yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya. Implementasi 



11 

 

 

 

adalah suatu kegiatan yang terancang yang harus dilaksanakan dengan 

kesungguhan berdasarkan norma atau aturan tertentu untuk mencapai tujuan 

kegiatan yang diinginkan (Fauziah, 2020). Secara etimologis pengertian 

implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: Konsep 

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement. Dalam kamus besar 

webster, to implement (mengimplementasikan) berati to provide the means for 

carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give 

practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. 

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti 

mengimplementasikan (Mansyur Hidayat Pasaribu, 2021). 

2.1.1. Tujuan Implementasi 

Adapun tujuan implementasi antara lain: 

 Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan 

yang matang, baik secara individu maupun secara tim. 

 Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan 

rencana atau kebijakan. 

 Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan 

yang  dirancang. 

 Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan 

atau rencana sebagaimana dimaksud. 

 Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana  telah 

dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas. 

    Jadi, dapat disimpilkan bahwa implementasi merupakan penerapan yang 

dilakukan setelah melewati proses ide, teori, konsep dalam bentuk tindakan yang 

dilakukan. 

2.1.2. Pendidikan Anti Korupsi 

    Pendidikan anti korupsi merupakan terobosan pendidikan yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat agar kedepannya menjadi negara yang lebih 

transparan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, dan 

bebas dari korupsi (Cahya Fajrin & Ika Mariyati, 2023). (Priambodo et al., 2020) 

mendefinisikan korupsi sebagai sesuatu perbuatan yang busuk, jahat, dan merusak 
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yang menyangkut perbuatan yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, 

menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan 

dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 

jabatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(Permenristekdikti) No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Antikorupsi di Perguruan Tinggi, KPK bersama mitra pemangku kepentingan juga 

melakukan inovasi dan pengembangan bahan pembelajaran lain berupa komik, 

buku saku, film, dan papan permainan (boardgame) sehingga media ajar 

pembelajaran antikorupsi jadi pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. 

Sehingga nilai-nilai acuan pendidikan antikorupsi harus diintegrasikan ke dalam 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

     Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang 

bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap 

bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Menurut (Abdul Karim, 2024) 

pendidikan anti korupsi merupakan sebuah pembelajaran yang mendidik dan 

memperkenalkan mahasiswa atau generasi muda tentang korupsi dan upaya 

mencegahnya, program ini memiliki tujuan untuk menumbuh kembangkan 

partisipasi warga negara dalam mengetahui sebab dan akibat adanya tindak pidana 

korupsi.  Pendidikan antikorupsi adalah suatu konsep sistem pembelajaran yang 

mengenai korupsi di Indonesia berupaya memberikan pemahaman tentang 

tindakan yang tidak terpuji yaitu Korupsi. serta meningkatkan kepedulian 

masyarakat untuk membangun pemahaman tentang bahayanya dan akibat yang 

akan diterima dari perilaku korupsi (Nur, 2021). 

     Target pertama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan dan 

memberikan pengetahuan tentang fenomena kejadian yang mencakup tentang 

kriteria, akibat dan penyebabnya, serta selalu meningkatkan kewaspadaan 

terhadap Tindakan pidana korupsi. Untuk menerapkan Pendidikan antikorupsi 

sangatlah efektif dengan melalui jalur pendidikan, oleh karena itu pendidikan 

merupakan proses pembentukan karakter dan perubahan sikap mental yang terjadi 

pada diri siswa, dan melalui Pendidikanlah maka dapat terukur dengan baik dan 

mudah tentang perilaku korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan usaha yang 
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dilakukan secara sadar untuk mmengajarkan masyarakat tentang antikorupsi. Ini 

merupakan tugas bagi seluruh masyarakat untuk berupaya menjalankan atau 

melaksanakan pendidikan antikorupsi ini untuk membentuk keadaban yang baik 

dalam masyarakat. Asesmen yang dapat digunakan dalam pendidikan antikorupsi 

adalah asesmen autentik (Widodo, 2019) dalam (debora patricia sebayang, 2023). 

      Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Peraturan 

Menteri nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 

di Perguruan Tinggi sebgai bentuk upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak 

pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi sebagai upaya menumbuhkan budaya 

antikorupsi di kalangan pelajar dan masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu 

pendekatan dalam penyelesaian korupsi dari segi pendidikan. Pendidikan 

antikorupsi di Indonesia diharapkan mampu melahirkan generasi-generasi muda 

antikorupsi. Pendidikan merupakan dianggap sebagai salah satu alternatif dalam 

pemberantasan korupsi. Pendidikan dianggap sangat strategis karena berkaitan 

upaya melahirkan generasi muda (Fajar & Muriman) dalam buku (Darmayani et 

al., 2022). Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta 

menanamkan nilai-nilai anti korupsi. 

    Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di 

kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif 

dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Yusrianto Kadir, 2018). 

Pendidikan antikorupsi merupakan kegiatan pengendalian dan pemberantasan 

korupsi sebagai upaya menyeluruh agar dapat mendorong semua generasa di masa 

depan agar bisa berkembang untuk bisa menatap salah segala bentuk kejahatan 

korupsi. Personalitas anti korupsi ini bisa dapat terwujud manakala generasi muda 

lebih bisa meningkatkan kemampuan generasi muda yang akan datang agar lebih 

bisa melihat segala jenis kelemahan proses nilai warisan dan memberbaiki 

keadaan dengaan lebih maju (Erisa Agus Tiana & Umi Saputri, 2023). Pendidikan 

antikorupsi dapat dipahami sebagai usaha sadar dan sistematis yang ditanamkan 

kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan 

supaya mereka mau dan dapat mencegah dan menghilangkan peluang 

berkembangnya korupsi. 
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    Tujuan akhirnya tidak hanya menghilangkan kesempatan, akan tetapi peserta 

didik juga mampu melawan segala pengaruh yang mengarah pada perilaku korup 

(Luckyto et al., 2021). Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan 

tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat 

mencegah dan menghilangkan peluang bagi mulai berkembangnya korupsi. 

Mencegah yangdimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk 

tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset 

Negara. Dengan demikian Pendidikan anti korupsi, merupakan usaha sadar untuk 

memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang 

dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal pada 

lingkungan keluarga, dan pendidikan nonformal di masyarakat (Selamat Riyadi, 

2022).  

   Berdasarkan pernyataan mengenai pendidikan anti korupsi dapat disimpulkan 

bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu upaya untuk mempelajari 

atau memahami dalam menumbuhkan sikap  nilai anti korupsi dalam mengurangi 

tindakan korupsi. 

2.1.3. Nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi 

Berdasarkan pendidikan anti korupsi tersebut, terdapat nilai-nilai yang 

terkandung didalamnya antara lain: 

a. Jujur 

Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, 

dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting 

bagi kehidupan mahasiswa, nilai kejujuran dalam kehidupan kampus 

yang diwarnai dengan budaya akademik sanggatlah diperlukan, 

seperti, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain saat 

ujian, tidak memanipulasi kinerja saat mengerjakan tugas kelompok 

atau individu, tidak memanipulasi absen dan lain-lain. 

b. Tanggung jawab 

Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang 

dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung 

jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang 

dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan 
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korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan 

setimpal pula. Rasa tanggung jawab tidak begitu saja muncul, akan 

tetapi terjadinya melalui sebuah proses. Dimulai dari hal-hal kecil, 

seperti jika mengambil sesuatu harus mengembalikan pada 

tempatnya. Jika berjanji, janji tersebut harus ditepati. Hal itu 

dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. 

Kebiasaan dibentuk oleh latihan. Seseorang dapat bertanggung 

jawab karena telah terbiasa dengan hal-hal yang memerlukan 

tanggung jawab. 

c. Disiplin 

  Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap 

segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin 

berarti patuh pada aturan. Dalam mengatur kehidupan kampus baik 

akademik maupun sosial mahasiswa perlu hidup disiplin. Seperti 

disiplin waktu, disiplin mengerjakan tugas, hal ini penting karena 

dengan tumbuhnya rasa disiplin maka segala kewajiban akan 

dilakukan dengan baik. 

   Disiplin merupakan suatu aturan maupun kewajiban yang harus 

ditaati. Dalam menata kehidupan kampus di kalangan warga 

kampus perlu adnaya kedisplinan dalam diri mereka masing-

masing hidup dengan kedisiplinan bukan berarti hidup seperti 

militer namun bagi mahasiswa hidup dengan kedisiplinan 

mengajarkan mereka bagaimana mengatur atau membagi waktunya 

sebaikbaiknya untuk menyelesaikan tugasnya baik di organisasi 

maupun di akademik. Banyak sekali manfaat yang didapat dari 

kehidupan yang disiplin seperti contohnya seorang mahasiswa bisa 

mendapat tujuan hidupnya dengan tepat pada waktunya. Disiplin 

juga dapat menjadikan seseorang lebih percaya pada sesuatu yang 

dilakukan, selain daripada itu mempunyai sikap yang disiplin 

dalam belajar perlu ditumbuhkan dalam diri mahasiswa agar 

memperoleh hasil yang terbaik dalam bidang akademiknya. 
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d. Kerja keras 

Kerja keras didasarkan dengan adanya gerakan berupa tindakan 

yang bekemauan yang dapat timbulnya berasosiasi dengan 

keuletan, keteladanan, kedisiplinan, pendirian, keberanian, 

kesabaran, pantang menyerah, dan pengendalian pada diri. Bekerja 

keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang 

sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak 

berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Di dalam kampus, para 

mahasiswa diperlengkapi dengan berbagai ilmu pengetahuan. 

e. Berani 

Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya 

kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia 

hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan 

dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang 

cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula.  

f. Peduli 

Menurut (Zahra Aulia et al., 2023). kata peduli adalah 

mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Nilai 

kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam 

kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon pemimpin 

masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian 

terhadap kesempatan belajar yang baik. Kepedulian ini bisa 

ditanamankan dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa 

g. Adil 

Adil artinya sama rata dan tidak keberpihakan, tidak berat sebelah. 

h. Sederhana  

Sederhana adalah karakteristik atau keadaan yang menunjukkan 

kecukupan dan ketidakmewahan dalam gaya hidup atau perilaku 

seseorang. Ini termasuk dalam memilih untuk menjalani kehidupan 

yang sederhana, tanpa mengejar atau memamerkan hal-hal yang 

mewah yang tidak perlu. Kesederhanaan mencakup integritas, 
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ketulusan, dan fokus pada hal-hal yang penting dan bermakna 

dalam hidup. Sifat ini juga menunjukkan sikap yang rendah hati 

dan menghargai apa yang dimiliki tanpa perlu tampil berlebihan. 

i. Mandiri  

Mandiri merupakan kemampuan individu untuk bertindak dan 

membuat keputusan sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Ini 

meliputi rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kemampuan 

untuk menghadapi tantangan dan mengatur kehidupan sehari-hari 

dengan efisien. Kemandirian juga mencakup kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi, baik itu secara emosional, finansial, 

maupun praktis, serta mengembangkan potensi diri melalui inisiatif 

sendiri. 

   Alih-alih mencoba memberantas korupsi, pendidikan antikorupsi bertujuan 

untuk menghindari korupsi dengan mendidik individu tentang cara bertindak anti 

korupsi. Pendidikan anti korupsi tidak akan efektif jika karakternya masih 

berkembang menjadi tidak anti korupsi (Zahra Aulia et al., 2023). Proses 

pengembangan karakter antikorupsi yaitu dengan Idealisme akan disempurnakan 

dan diperkuat dengan pendidikan antikorupsi, begitu pula integritas generasi muda 

dalam memandang korupsi sebagai tindak pidana yang harus dihentikan, 

ditanggulangi, dan segera dimusnahkan. Sebagaimana korupsi sudah semakin 

mendarah daging di masyarakat Indonesia, maka untuk melakukan perubahan 

harus ada pendidikan antikorupsi yang cepat atau lambat akan menjadi budaya 

baru yaitu budaya antikorupsi. Fokus utama dalam menumbuhkan budaya 

melawan korupsi adalah tujuan tanda pendidikan (Zahra Aulia et al., 2023). 

Pendidikan Antikorupsi menjadi salah satu upaya untuk memberikan informasi, 

pengetahuan serta gambaran tentang bahaya perilaku korupsi serta dampaknya 

bagi bangsa dan negara (Zahra Aulia et al., 2023).  

2.1.4. Prinsip-Prinsip Pendidikan Anti Korupsi 

1. Akuntabilitas  

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. 

Semua lembaga mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan 
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main baik dalam bentuk konvensi (de facto) maupun konstitusi (de 

jure), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada 

level lembaga. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai 

alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku 

administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat 

memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Selain itu 

akuntabilitas publik dalam arti yang lebih fundamental merujuk kepada 

kemampuan seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan. 

Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang 

memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkan 

kinerja . Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam 

mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntablitas 

proses, akuntailitas keuangan, akuntabilitas outcome, akuntabilitas 

hukum, dan akuntabilitas politik . Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas 

harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme 

pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang 

dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, 

dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung 

maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan (Adrianus 

Bawamenewi & Hendrikus Otniel Nasozaro Harefa, 2024). 

2. Transparansi  

Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada 

keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan 

karena kepercayaan, keterbukaan dan kejujuran ini merupakan modal 

awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat 

melanjutkan tugs dan tanggungjawabanya pada masa kini dan masa 

mendatang. Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu 

proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, 

proses pengawasan, dan proses evaluasi. 

3. Kewajaran  

Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi 

dalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun 
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ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari 

lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, 

terprediksi, kejujuran, dan informatif. Komprehensif dan disiplin berarti 

mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, 

prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. 

Sedangkan fleksibilitas artinya adalah adanya kebijakan tertentu untuk 

mencapai efesiensi dan efektivitas. Terperdiksi berarti adanya ketetapan 

dalam perencanaan atas dasar asas value for money untuk menghindari 

deficit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi 

merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness didalam proses 

perencanaan pembangunan. 

4. Kebijakan  

Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi 

penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Aspek-

aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat berfungsi 

apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. 

5. Kontrol Kebijakan 

Upaya untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bekerja dengan 

baik dan untuk menghilangkan semua bentuk korupsi dikenal sebagai 

pengontrolan kebijakan. Konsep ini membahas lembaga pengawasan di 

Indonesia, organisasi evaluasi diri sendiri, reformasi sistem 

pengawasan, masalah pengawasan, dan jenis kontrol kebijakan yang 

terlibat, berkembang, dan reformasi. Kontrol kebijakan partisipasi 

berarti mengontrol kebijakan dengan berpartisipasi dalam pembuatan 

dan pelaksanaannya; kontrol kebijakan oposisi berarti mengontrol 

dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih baik; dan kontrol 

kebijakan revolusi berarti mengganti kebijakan yang dianggap tidak 

sesuai. Penanaman prinsip hidup generasi muda yaitu menghindari 

perilaku korupsi seperti suka berbohong, menyontek pada saat ujian, 

tidak disiplin, tidak patuh aturan dan tidak menghargai guru serta 
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pelanggaran lainnya (Adrianus Bawamenewi & Hendrikus Otniel 

Nasozaro Harefa, 2024). 

 

2.1.5. Teori-Teori Korupsi 

Adapun teori-teori mengenai korupsi (Farid Wajdi et al., 2024) antara lain: 

1. Teori Gone Jack Bologne 

Pada teori ini alasan terjadinya tindakan korupsi adalah karena adanya celah 

atau peluang yang didukung situai dan kondisi yang dibutuhkan seseorang 

yang sedang membutuhkan untuk keuntungannya ataupun atas dasar 

keserakahannya (Farid Wajdi, 2024) 

a. Keserakahan(greed) 

Perilaku negatif yang melekat pada diri seseorang merupakan perilaku 

keserakahan. Semakin meningkat keserakahan individu tersebut maka 

semakin meningat kecenderungan mereka untuk melakukan korupsi 

ataupun kecurangan lainnya. 

b. Kesempatan (oppurtunity) 

Suatu keadaan yang muncul yang dapat menyebabkan terbukanya akses 

atau niat seseorang untuk melakukan kecurangan berkaitan dengan 

korupsi. Sistem yang baik akan meminimalisir kesempatan kecurangan 

sehingga tidak menyebabkan timbulnya perilaku korupsi. Namun jika 

kualitas dari seseorang tersebut buruk, maka akan menyebabkan 

munculnya kesempatan atau peluang untuk melakukan kecurangan atau 

korupsi di tempat kerja atau tempat lainnya. 

c. Kebutuhan (needs) 

Hal yang mendasar dan faktor yang berkaita dengan suatu hal yang 

diperlukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk menunjang 

kebutuhan hidup merupakan definisi dari kebutuhan. Alasan inividu atau 

kelompok untuk melakukan sesuatu berdasarkan latar belakang kebutuhan 

mereka sendiri. Dari kebutuhan tersebut  muncul dorongan perilaku yang 

berpotensi untuk melakukan kecurangan. 

d. Pengungkapan (exposures) 
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Salah satu unsur dalam teori gone adalah pengungkapan. Pada dasarnya 

pengungkapan berkaitan dengan pengungkapan, pembuktian, dan 

menginvestigasi atas kasus-kasus dan kecurangan dan sifatnya hingga 

merujuk pada sanksi yang akan diberikan kepada pelaku.   

2.  Teori Robert Klitgaard 

Klitgaard menyatakan dalam asusmsinya bahwa untuk memberantas kasus 

kejahatan korupsi harus dimulai dari hal yang paling dasar. Dalam teori ini 

Klitgaard menyatakan bahwa monopoli kekuatan atau kekuasaan oleh seorang 

pemimpin diikuti dengan besarnya dipunyai serta kurangnya pengawasan 

menjadi pendorong terjadinya kegiatan korupsi dalam buku(Farid Wajdi et al., 

2024). 

3. Teori Willingness and Opportunity 

Dalam teori Willingness and Opportunity menyatakan bahwa korupsi terjadi 

ketika terdapat peluang akibat kelemahan dari sistem atau minimnya 

pengawasan dan keinginan yang disebabkan karena keserakahan. Korupsi 

terjadi karena kemauan ialah faktor internal yang menjadi pendorong seseorang 

untuk melakukan korupsi yang disebabkan akibat sebutuhan. Sedangkan 

kesempatan ialah faktor eksternal yang yang terjadi akibat lemahnya sistem 

pengendalian atau pengamanan yang mengawas. Jika kedua poin ini terjadi 

dalam satu waktu, maka potensi seseorang melakukan korupsi sangat besar 

terjadi. Kesempatan bergantung kepada sistem yang ada.  

2.1.6. Dasar Hukum Pemberantasan Tindakan Korupsi 

Berdasarkan kesejaharannya, Indonesia merupakan salah satu negara 

yang selalu mengalami dinamika regulasi yang mendukung tata kelola 

penyelenggaraan pemerintah yang bebas dari Tindakan korupsi diantaranya : 

 Ketetapan MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 

dan Bebas KKN 

  Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas KKN. Sejalan dengan TAP MPR tersebut, pemerintah 

Presiden Abdurrahman Wahid membentuk badan-badan negara untuk 

mendukung upaya pemberantasan korupsi, antara lain: Tim Gabungan 

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, 
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Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara dan beberapa lainnya. Dalam 

TAP MPR itu ditekankan soal tuntutan hati nurani rakyat agar reformasi 

pembangunan dapat berhasil, salah satunya dengan menjalankan fungsi dan 

tugas penyelenggara negara dengan baik dan penuh tanggung jawab, tanpa 

korupsi. TAP MPR itu juga memerintahkan pemeriksaan harta kekayaan 

penyelenggara negara, untuk menciptakan kepercayaan publik. Hal itu sejalan 

pada pasal 4 “Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus 

dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan 

pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat 

termasuk mantan presiden soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip 

praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia.” 

 UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

KKN (korupsi,kolusi,nepotisme) 

  Dalam UU no 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas KKN ini dijelaskan definisi soal korupsi, kolusi dan nepotisme, 

yang kesemuanya adalah tindakan tercela bagi penyelenggara negara. Dalam 

UU juga diatur pembentukan Komisi Pemeriksa, lembaga independen yang 

bertugas memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan 

penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Bersamaan pula ketika 

itu dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Ombudsman.  

 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

  UU ini menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan 

maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan 

negara atau perekonomian negara. Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 buah 

pasal dalam UU ini. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dipetakan ke 

dalam 30 bentuk, yang dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan 

dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan 

dalam pengadaan, perbuatan curang, dan kerugian keuangan negara. Hal 

tersebut sejalan dengan pasal 7 ayat 1 mengenai tindakan korupsi berbunyi 

“seseorang yang melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan 

keamanan orang dipidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 



23 

 

 

 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000.00 ( seratus juta rupiah) 

dan paling banyak Rp 350. 000.000.00 ( tiga ratus lima puluh juta rupiah) 

 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional 

Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 

Perpres ini merupakan pengganti dari Perpres No 55 Tahun 2012 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 

Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 yang dianggap 

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pencegahan korupsi. 

Stranas PK yang tercantum dalam Perpres ini adalah arah kebijakan nasional 

yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai 

acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan 

lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Sementara 

itu, Aksi Pencegahan Korupsi (Aksi PK) adalah penjabaran fokus dan sasaran 

Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. 

   Ada tiga fokus dalam Stranas PK, yaitu Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan 

Negara, dan Penegakan Hukum dan Demokrasi Birokrasi. 

 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi. 

  Undang-undang ini mengatur kewenangan penyidik, penuntut umum, atau 

hakimsesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat langsung 

meminta keterangan tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa 

kepada bank dengan mengajukanhal tersebut kepada Gubernur Bank Indonesia. 

Di samping itu Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang 

bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk 

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib 

memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri 

atau suami, anak, dan harta benda setiap orangatau korporasi yang diduga 

mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan,dan penuntut umum 

tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Undang-undang ini juga 

memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta 

untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, 

dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan 
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perlindungan hukum dan penghargaan.Selain memberikan peran serta 

masyarakat tersebut, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam 

Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun 

sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan 

TindakPidana Korupsi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat.          

Adapun yang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 “ 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri atau orang lain atau yang dapat merugikan negara atau perekonomian 

negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

singkat selama 4 tahun atau paling lama 20 tahun dan dendapaling sedikit 

Rp200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 

1.000.000.000.00 ( satu milyar rupiah) 

 Pendidikan Anti Korupsi menurut Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi No. 33 Tahun 2019 

    Pendidikan Anti Korupsi merupakan mata kuliah wajib umum (MKMU) di 

perguruan tinggi sesuai dengan permenristekdikti no 33 tahun 2019 yang 

didalamnya memuat mengenai upaya pencegahan perilaku koruptif dan tindak 

pidana korupsi. Adapun tujuan dari yang termuat dalam peraturan ini adalah 

sebagai upaya konkret pemerintah dalam pencegahan perilaku koruptif dan 

tindak pidana korupsi. Pendidikan antikorupsi merupakan proses pembelajaran 

dan pembentukan perilaku yang berkaitan dengan pencegahan perilaku 

koruptif dan tindak pidana korupsi yang diselenggarakan pada program 

diploma dan sarjana, baik pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS). 

 UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

   Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menjadi pencetus lahirnya KPK di masa Kepresidenan 

Megawati Soekarno Putri. Ketika itu, Kejaksaan dan Kepolisian dianggap 

tidak efektif memberantas tindak pidana korupsi sehingga dianggap pelu 

adanya lembaga khusus untuk melakukannya. Sesuai amanat UU tersebut, 

KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna 
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terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dalam 

menjalankan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari 

pengaruh kekuasaan manapun. UU ini kemudian disempurnakan dengan 

revisi UU KPK pada 2019 dgn terbitnya Undang-Undang No 19 Tahun 2019. 

Dalam UU 2019 diatur soal peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian 

dan kejaksaan untuk penanganan perkara tindak pidana korupsi.  

 UU No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

   Pencucian uang menjadi salah satu cara koruptor menyembunyikan atau 

menghilangkan bukti tindak pidana korupsi. Dalam UU ini diatur soal 

penanganan perkara dan pelaporan pencucian uang dan transaksi keuangan 

yang mencurigakan sebagai salah satu bentuk upaya pemberantasan korupsi. 

Dalam UU ini juga pertama kali diperkenalkan lembaga Pusat Pelaporan dan 

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengkoordinasikan pelaksanaan 

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di 

Indonesia. Adapun yang dimaksud adalah dalam pasal 2 “ Setiap tindakan 

kejahatan korupsi, penyaupan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga 

kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkotika, psikotropika, 

perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, 

terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan yang dilakukan di wilayah 

Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak 

pidana menurut hukum indonesia.” 

 

2.1.7. Pendidikan Karakter 

    Pendidikan karakter merupakan salah satu program pemerintah yang 

pelaksanaannya diterapkan melalui lembaga pendidikan yang dimulai dari level 

terendah (PAUD) sampai ke tingkat perguruan tinggi, hal ini agar memudahkan 

pemerintah dalam membangun karakter bangsa yang diinginkan sesuai harapan 

bangsa, sehingga melalui peserta didik karakter yang baik akan tumbuh karena 

terbiasa dilaksanakan dan dilakukan baik dalam lingkungan sekolah, keluarga 

maupun masyarakat (Syakhirul Alim et al., 2021). Pendidikan karekter 

merupakan suatu proses dalam menerapkan bentuk kualitas diri agar dapat 

menjadi menjadi pribadi yang mandiri serta dapat ikut serta dalam masyarakat 
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(Islami, 2020). pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan 

terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna 

membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Bisa dikatakan bahwa 

pendidikan karakter itu sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral 

dimana tujuannya untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara 

terus-menerus guna penyempurnaan diri kearah hidup yang lebih baik (Fajri 

Annur et al., 2021). 

2.1.8. Nilai Karakter 

 Karakter merupakan suatu moral excellence atau akhlak yang dibangun di atas 

kebaikan (virtues), yang hanya akan memiliki makna apabila dilandasi dengan 

nilai-nilai yang berlaku dalam suatu bangsa. Karakter bukanlah sekedar sebuah 

wacana, melainkan amal nyata; bukan sekedar teori dan konsepsi, melainkan 

sebuah praktek; bukan juga sekedar praktek dan amal sesaat, melainkan sebuah 

praktek dan amaliah permanen yang mendarah daging dalam sikap, perilaku, dan 

kehidupan sehari-hari (Dr. H. Ridhahani, 2016). Karakter atau disebut juga 

dengan watak secara umum merupakan sifat batin yang berpengaruh terhadap 

pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk 

hidup lainnya. Jenis-jenis karakter seseorang yang sering ditemui disekitar kita 

adalah pendiam, penakut, pendendam, rajin, tamak, jujur, bijaksana, ceria, 

pengkhianat, penyayang, pembenci, pemalas, pemaaf, pemarah (Fatakhul Huda, 

2022).  

 Karakter terdiri atas nilai-nilai tindakan. Karakter dipahami mempunyai tiga 

komponen saling berhubungan yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan 

perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan yang baik, 

menginginkan yang baik dan melakukan kebiasaan yang baik pula dari pikiran, 

kebiasaan, dan tindakan (Luh Putu, 2020).  Berdasarkan pernyataan diatas, dapat 

disimpulkan bahwa nilai karakter merupakan nilai-nilai dari perilaku seseorang 

dengan orang lain dan bahkan kepada dirinya sendiri dalam bentuk pikiran,sikap 

dan perasaan.  
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2.1.9. Karakter Jujur 

    Karakter jujur dapat diartikan sebagai: mengakui, berkata, ataupun memberi 

suatu informasi yang sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi. Kejujuran 

sangat erat kaitannya dengan hati nurani yang senantiasa mengajak manusia 

kepada kebaikan dan kejujuran, walaupun manusia enggan mengikuti dan 

sering melawan hati nuraninya dan lebih mengikuti keinginan daging atau 

hawa nafsu. Kejujuran merupakan salah satu unsur kekuatan spiritual, akhlak 

mulia, serta kepribadian. Kejujuran akan tercermin dalam perilaku berbicara 

sesuai dengan kenyataan, berbuat sesuai dengan kebenaran dan ini merupakan 

salah satu kekuatan spiritual, akhlak mulia, serta kepribadian (Lase & Halawa, 

2022a).  Jujur merupakan salah satu karakter atau sikap yang harus 

ditanamkan pada peserta didik khussunya pada awal kelas rendah agar mereka 

dapat tumbuh menjadi pribadi yang dapat dipercaya baik dalam perkataan, 

tindakan, dan pekerjaan terhadap diri sendiri maupun orang lain baik dirumah 

di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kejujuran dalam 

menyampaikan sebuah pesan merupakan prinsip dasar dalam berkomunikasi, 

jika prinsip tersebut tidak dapat tegak dengan baik maka akan berakibat fatal 

bagi Manusia (Hariandi et al., 2020).  
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2.1.10. Indikator Jujur 

2.1 Tabel kisi-kisi indikator nilai anti korupsi 

Sumber : jurnal
 
Lase & Halawa, 2022

 

 

No  Nilai  Indikator  Sub Indikator 

1. Jujur  1. Tidak berbohong 

2. Selalu berbicara dan 

berbuat sesuai 

dengan fakta/keadaan 

3. Tidak melakukan 

perbuatan curang 

4. Tidak mengakui 

barang milik orang 

lain 

5. Bersikap transparan 

1. Bertanggung jawab 

atas ucapan dan 

tindakannya. 

-tidak melebih-

lebihkan informasi 

2.-menyampaikan sesuai 

dengan porsi dan 

konteksnya 

   -tetap memegang fakta 

dalam kondisi apapun 

3.-mengerjakan soal sesuai 

dengan kemampuan 

sendiri 

   -melaporkan 

penggunaan uang 

dengan jujur 

4.-mengembalikan barang 

pinjaman tepat waktu 

 -tidak mengklaim barang 

orang lain sebagai 

milik sendiri. 

5.-tidak 

menyembunyikan 

fakta/sesuatu 

  -memberikan informasi 

yang relevan 
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2.1.11. Mahasiswa  

  Definisi mahasiswa  menurut dalam peraturan pemerintah RI no. 30 tahun 1990 

adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa 

adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Sebelum menjadi seorang 

mahasiswa, seseorang telah menuntaskan pendidikan di tingkat dasar (SD), 

menenegah (SMP), dan atas (SMA/sederajat) terlebih dahulu, yang kemudian 

dilanjutkan ke pendidikan tinggi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), 

mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di Perguruan Tinggi. 

Mahasiswa merupakan orang yang sudah lulus dari Sekolah Lanjutan Tingkatan 

Atas (SLTA) yang sedang menempuh proses belajar di pendidikan tinggi, serta 

melaksanakan proses sosialisasi.  Mahasiswa adalah sebutan untuk seseorang 

yang tengah menempuh  pendidikan di sebuah universitas, sekolah tinggi, hingga 

akademi. Seorang mahasiswa biasanya berusia 18 hingga 25 tahun. Pada usia 

tersebut merupakan masa akhir dari remaja dan masa awal untuk fase dewasa, 

sehingga dapat disebut bahwa usia mahasiswa adalah fase dimana individu dapat 

memantapkan pendirian hidupnya. 

    Mahasiswa adalah orang-orang yang berasal dari masyarakat dan memiliki 

status sebagai mahasiswa melalui ikatannya dengan perguruan tinggi. Mahasiswa 

diartikan juga sebagai bagian dari masyarakat berupa calon intelektual dan 

cendekiawan muda melalui predikat yang diraihnya sebagai hasil belajarnya. 

Mahasiswa berdasarkan pengertiannya juga disebut sebagai orang yang belajar di 

perguruan tinggi dan sedang mempersiapkan dirinya untuk mendapatkan suatu 

keahlian pada tingkat sarjana. Dengan kata lain, pada intinya mahasiswa adalah 

orang-orang yang sedang menempuh pendidikannya pada strata perguruan tinggi. 

Tugas pokok sebagai mahasiswa adalah menjalani dan mengikuti kegiatan 

akademik selama masa studi di perguruan tinggi serta dapat menyelesaikan masa 

kuliah dengan tepat waktu. Mahasiswa mengalami satu tingkat lebih dewasa dari 

remaja yang masih duduk di bangku SMA, dimana sekarang Mahasiswa mencoba 

menata hidup dan mencari peluang kesuksesan dimasa depannya (Ramdan 

Homaedi et al., 2022).  

   Mahasiswa merupakan masa memasuki masa dewasa yang pada umum berada 

pada rentang usia 18-25 tahun, pada masa tersebut mahasiswa memiliki tanggung 

https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-mahasiswa/
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jawab terhadap masa perkembangannya, termasuk memiliki tanggung jawab 

terhadap kehidupannya untuk memasuki masa dewasa. Mahasiswa adalah 

makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu mahasiswa 

mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda antara satu individu dengan 

individu lainnya, mahasiswa tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang 

lain dalam memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu mahsiswa juga disebut 

sebagai makhluk sosial. Dalam berinteraksi dengan orang lain tidak jarang 

muncul perbedaan pendapat yang memicu konflik antar individu. Selain itu, 

kebutuhan-kebutuhan akan bertambah seiring dengan perkembangan seorang 

individu (Wenny Hulukati Moh & Rizki Djibran, 2018). Mahasiswa adalah 

peserta didik yang belajar di sebuah universitas atau perguruan tinggi. Memang 

kesannya sebagai pelajar, yang hanya menuntut ilmu dan belajar dan belajar. 

Menurut Guardian of value mengartikan mahasiswa sebagai upaya menuntut ilmu 

di jalur yang lebih tinggi. Karena tingkatannya lebih tinggi, tentu saja seorang 

mahasiswa tidak hanya belajar secara akademik saja, tetapi juga belajar yang 

memiliki nilai-nilai masyarakat yang kebenarannya mutlak. Ternyata belajar saja 

tidak cukup. 

    Nyatanya dalam belajar penting sekali menjunjung tinggi kejujuran, integritas, 

gotong royong, keadilan, empati dan kepekaan diri terhadap lingkungan. Bahkan 

tidak sekedar itu saja loh, mahasiswa pun secara tidak langsung sebenarnya 

dituntut untuk berfikir secara kritis, ilmiah berdasarkan nilai-nilai. Secara 

monoton atau penerima ilmu dari guru. Lebih dari itu, seorang mahasiswa sebagai 

pembawa, penyebar nilai-nilai dan penyampai ilmu yang sudah 

dipelajari. Sedangkan Sarwono mengatakan Jika kamu seorang mahasiswa 

semester akhir, atau yang suka membaca buku-buku kuliah terutama jurusan 

social. Pasti tidak asing lagi dengan nama Sarwono, yang buku-bukunya banyak 

kita dengar di buku teori-teori kuliah. Pengertian mahasiswa menurut Sarwono 

adalah seseorang yang terdaftar mengikuti pelajaran atau kuliah di perguruan 

tinggi. Sarwono menegaskan bahwa rata-rata mahasiswa yang masuk di perguruan 

tinggi berusia 18-30 tahun. Menurut Agent Of Change, Memberikan pengertian 

bahwa mahasiswa merupakan penggerak seluruh masyarakat untuk melakukan 

perubahan ke arah yang lebih positif dan lebih baik lagi dengan berdasarkan 
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pertimbangan ilmu, pengetahuan, gagasan dan juga keahlian di bidang yang 

mereka kuasai. 

  Bukan waktunya lagi untuk seorang mahasiswa harus diam begitu saja, 

tunjukkan bahwa seorang mahasiswa mampu merubah hal negatif menjadi lebih 

positif sesuai dengan bidang yang dikuasai. Sedangkan Moral Force mengatakan 

bahwa mahasiswa merupakan pelajar dengan tingkat pendidikan paling tinggi, 

sehingga sudah seharusnya mereka memiliki moral dan ahklak yang tinggi juga. 

Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang mahasiswa 

bisa menggambarkan moral dan kehidupan mereka dalam bermasyarakat. 

Knopfemacher mengartikan kata mahasiswa sebagai setiap orang yang menjadi 

calon sarjana. Dalam prosesnya, seorang mahasiswa memiliki keterlibatan dengan 

sebuah perguruan tinggi dan diharapkan bisa menjadi calon intelektual yang 

memberikan banyak manfaat bagi masyarakat luas. Mahasiswa adalah orang yang 

belajar di perguruan tinggi baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang 

terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa. 

Tetapi pada dasarnya makna mahasiswa tidak sesempit itu. Terdaftar sebagai 

mahasiswa di sebuah Perguruan Tinggi hanyalah syarat administratif menjadi 

mahasiswa, tetapi menjadi mahasiswa mengandung pengertian yang lebih luas 

dari sekedar masalah administratif itu sendiri. kemahasiswaan, berasal dari sub 

kata mahasiswa. sedangkan mahasiswa terbagi lagi menjadi dua suku kata yaitu 

maha dan siswa. maha artinya “ter” dan siswa artinya “pelajar” jadi secara 

pengartian mahasiswa artinya terpelajar. maksudnya bahwa seorang mahasiswa 

tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari tapi juga mengaplikasikan serta 

mampu menginovasi dan berkreatifitas tinggi dalam bidang tersebut. 

    Mahasiswa bukan hanya sekedar menyandang gelar, tapi ada hak dan tanggung 

jawab yang melekat, sehingga ketika dalam perjalanan menempuh study 

dikampus benar-benar sadar akan status sebagai kaum terpelajar dan tidak 

melakukan hal buruk sehingga merusak citra mahasiswa itu sendiri (Qomarudin et 

al., 2021). Dalam UU No 12 tahun 2012 Pendidikan tinggi merupakan bagian dari 

sistem pendidikan nasional, yang mempunyai pengertian sebagaimana diatur 

dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi yaitu, “jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup 
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program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan 

program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia”. Dan pasal 1 ayat 15 Mahasiswa adalah 

peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. 

2.2.Kerangka Berfikir 

    Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari 

penelitian yang disintesiskan dari fakta-fakta, observasi dan kajian kepustakaan. 

Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang 

akan dijadikan dasar dalam penelitian. Di dalam kerangka pemikiran variabel-

variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan 

yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan 

penelitian (Addini Zahra Syahputri et al., 2023). Kerangka berpikir merupakan 

perlengkapan peneliti untuk menganalisa perencanaan dan beragumentasi 

kecenderungan asumsi ke mana akan dilabuhkan, penelitian kualitatif 

kecenderungan akhirnya adalah diterima atau ditolak hipotesis penelitian tersebut, 

sedangkan penelitian yang berebentuk pernyataan atau narasi-narasi peneliti 

bertolak dari data dan memanfaatkan teori yang digunakan sebagai bahan 

penjelasan dan berakhir dengan pembaharuan suatu pernyataan atau hipotesa. 

    Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang Implementasi 

Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Nilai Karakter Jujur dan Tanggungjawab 

Mahasiswa (studi kasus mahasiswa semester III PPKn Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu). Fokus penelitian ini adalah untuk 

mengetahui penerapan mata kuliah pendidikan anti korupsi terhadap mahasiswa 

setelah mempelajari pendidikan anti korupsi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan dimulai dari tahapan 

penyusunan rencana penelitian, dilanjutkan dengan pengolahan data yang ada, 

kemudian hasil penelitian dipaparkan kembali dalam bentuk laporan tugas akhir. 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Gambar Kerangka Berfikir 

 

Dalam pendidikan anti korupsi terdapat nilai anti korupsi atau nilai karakter, 

terdiri dari: jujur, peduli, disiplin, tanggungjawab, berani, kerja keras, sederhana, 

mandiri, dan adil mempengaruhi mahasiswa dalam penerapannya terutama dalam 

kehidupan sehari-hari. Dari 9 nilai anti korupsi, peneliti hanya menggunakan 1 

nilai-nilai anti korupsi dalam penelitiannya yaitu jujur.  

2.3.Penelitian yang Relevan 

Beberapa Penelitian terdahulu yang terkait dengan mata kuliah Pendidikan anti 

korupsi antara lain: 

   Pertama, (Abdul Karim, 2024) yang berjudul “Peran Mahasiswa Dalam 

Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi”. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah memiliki 

nilai-nilai anti korupsi yakni kejujuran,kepedulian,tanggung jawab,kerja keras 

kesederhanaan,keberanian dan keadilan mampu mencegah korupsi secara pribadi, 

mencegah temannya yang akan melakukan korupsi di perguran tinggi. Sehingga 

siswa sebagai agent of changer memiliki kepribadian yang tangguuh dalam 

kehidupan di masyarakat dan kampus dapat mecegah dari ancaman bahaya 

korupsi.                          

   Perbedaan dari tinjauan penelitisn terdahu dengan penelitian ini adalah lebih 

mengacu kepada garis besar dalam peran mahasiswa dalam pencegahan 

pendidikan anti korupsi. Penelitian dalam penelitian terdahulu meggunakan 

metode kepustakaan(library research). 
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   Kedua,(Ayu Made Evy Sephia Lestari, 2022) yang berjudul “Mewujudkan 

Budaya Anti Korupsi di Kalangan Mahasiwa Melalui Pendidikan Anti Korupsi 

di Perguruan Tinggi”. Hasil peneliltian mennunjukan bahwa konsep pengajaran 

anti korupsi di perguran tinggi adalah menanamkan sikap anti korupsi kepada 

mahasiswa melalui materi kajian yang menekankan nilai-nilai moral,etika,dan 

intelektual. Selanjutnya, konsep pendidikan anti korupsi seperti itu tidak 

berpusat pada satu jalur keilmuan tertentu, melainkan pada fenomena yang 

terjadi di lapangan dan dalam penyebaran budaya. 

    Perbedaan dalan tinjauan penelitian ini adalah terletak pada materi 

pembahasanbahwa peran pengajar dan mahasiswa sebagai pilar dari gerakan anti 

korupsi. Dan konsep pendidikan anti korupsi di perguran tinggi sebagai upaya 

pencegahan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. 

   Ketiga, (Ni Komang Ayu Sintia, 2019) yang berjudul “Implementasi 

Pembentukan Karakter dan Integritas Mahasiswa Melalui PAK”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan 

korupsi tentu sangat penting dan sangat membantu untuk mengurangi pelaku 

korupsi. Upaya membekali mahasiswa dapat dilakukan dengan berbagai cara 

antara lain: sosialisasi, seminar, kampanye. Selain itu, pendidikan anti korupsi 

merupakan salah satu upaya perguruan tinggi utnuk menyadarkan mahsiswa 

akan bahay korupsi terhadap stabilitas bangsa dan bagaimana membentuk 

karakter serta integritas nagasiswa sehingga nantinya dapat memperkuat dalam 

membentengi diri dari pengaruh korupsi. Hubungan antara pendidikan anti 

korupsi dengan pembentukn karakter dan integritas mahasiswa memiliki 

keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi proses pembentukan karakter dan 

integritas terdiri dari pendidikan anti korupsi yang kemudian mempengaruhi 

sikap dan cara mahasiswa dalam mencegah kejahatan korupsi di indonesia 

bahkan bekerjasama dengan pemerintah untuk memberantasnya. 

    Perbedaan dalam tinjauan penelitian ini adalah terletak pada hubungan 

mahasiswa dan pemerintah dalam pembentukan karakter anti korupsi dan 

integritas.  

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas 

mengenai pendidikan anti korupsi dalam pembentukan nilai karakter mahasiswa. 


